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Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai
suatu keadaan yang wajib mematuhi pajak dan memiliki kesadaran dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau
studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa
ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap self assessment system, kualitas
pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi
perpajakan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak antara lain: menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan
pajak; memberikan pelaporan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber
penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Yusuf,
2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk
meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak (Anggarini, Putri, et al., 2021)
(Putri, 2021). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara
karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga
masyarakat mempunayai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Putri &
Ghazali, 2021). Selain itu pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi
pengelolaan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan
penerimaan dari pajak. Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-
undang pajak, terutama pajak penghasilan telah mengalami undang-undang reformasi dari
tahun 1984, tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2008 (ANGGARINI & PERMATASARI,
2020) (Lina & Permatasari, 2020). Pada tahun 2010 pemerintah juga mengembalikan UU
Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan peraturan
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perundang-undangan dibawah undang-undang agar memudahkan wajib pajak dalam
memahami ketentuan dalam undang-undang undang-undang perpajakan (LIA FEBRIA
LINA, 2019). Reformasi tersebut salah satunya bertujuan untuk lebih memudahkan dan
penyelesaian perhitungan pajak, serta pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan
kondisi wajib pajak (Permatasari, n.d.) (Defia Riski Anggarini, 2020). Reformasi dalam
perpajakan terus dilakukan pemerintah yang meliputi perumusan dan pembuatan peraturan
perundang undangan dan penyempurnaan pajak perpajakan yang memudahkan pelayanan
bagi wajib pajak. Perubahan Undang-Undang Pajak tersebut dilakukan dengan tetap teguh
pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan,
kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara (Casavera, 2009
dalam Siti Muyassaroh, 2009) (Permatasari & Anggarini, 2020). Tujuan dan arah
penyempurnaan undang undang pajak tersebut adalah lebih meningkatkan keadilan
pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan mendukung
keahlian pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik
menyembunyikan modal asing maupun melatih modal dalam negeri dibidang usaha-usaha
dan daerah tertentu yang mendapat prioritas (Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et
al., 2021). Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai
banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, kewajiban
pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, serta kendala dari wajib
pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap (Damayanti et al.,
2020).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Sumitro dalam Ahmad Tjahyono dan M. Fakri Husein, 2005, pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Anggarini, 2021) (Anggarini, Nani, et al., 2021). Dari
pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri yaitu: 1. Dipungut berdasar peraturan-

undangan
2. Tidak mendapat jasa timbal balik langsung

3. Dapat dipaksakan
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4. Digunakan untuk pembangunan
Jenis Pajak

Pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa dasar, antara lain:

1) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:

a) Pajak negara Pajak yang dikeluarkan oleh pusat pemerintah yang hasilnya digunakan
untuk pembiayaan rumah tangga Negara (Octavia et al., 2020) (Fitranita & Wijayanti,
2020) . Contohnya: pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), bea meterai,
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea lelang dan pajak yang dipungut
bea dan cukai (Riski, 2018).

b) Pajak daerah Pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, dan kota/kabupaten berdasarkan
peraturan daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Fitranita &
Wijayanti, 2020) (Khamisah et al., 2020). Contoh pajak daerah provinsi adalah pajak
kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dsb (Rahmawati & Nani,
2021). Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah pajak atas reklame, pajak radio,
pajak jalan, dan sebagainya (Nani & Lina, 2022) (Nani & Ali, 2020).

2) Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi:

a) Pajak langsung Yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung: pajak penghasilan

b) Pajak tak langsung Yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh pajak tak langsung: pajak pertambahan nilai, bea meterai (Lina & Nani, 2020)
(Nani et al., 2021).

3) Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi:

a) Pajak Subyektif Yaitu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak pribadi dalam
penetapan pajaknya. Contohnya adalah Pajak penghasilan (Nani, 2019).

b) Pajak Objektif, Yaitu pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan peristiwa,
benda, dan keadaan yang menyebabkan timbulnya pajak, kemudian ditentukan subyek
pajaknya (Nani, 2020) (View of Exploring the Relationship between Formal Management
Control Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership
Characteristics.Pdf, n.d.).
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Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang wajib mematuhi pajak dan

memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Novita & Husna, 2020b).

1) wajib pajak memahami dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan

2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak
dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam
dua tahun terakhir (Novita & Husna, 2020a) (Novita et al., 2020) .

2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh isin

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pratama et al., 2022).

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan
dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang

terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak banyak 5%.

5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan
publik dengan pendapat wajar tanpa khawatir atau pendapat dengan mudah (Fauzi et al.,
2021).

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau
studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini
adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh,
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kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh
pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan
data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen.
Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet
(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia
menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem Self Assessment

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a) Official assessment system, Official asssessment system merupakan sistem pemungutan
pajak yang manabesarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus (Strategi
Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan
Business Model Kanvas, 2020).

b) Self assessment system, Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak
yang manabesarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak (Suwarni & Handayani, 2021).
¢) Withholding system, Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya
pajakterutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga (Fauzi et al., 2020).

Sistem self assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar,dan melaporkan
sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak Sistem ini akan efektif apabila wajib
pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalan/melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian Rika Anggraeni,
2007 membuktikan bahwa relatif rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan
faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT
Tahunan [47]. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman self assessment system
akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Chusnul Chotimah,
2007 yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa pemahaman
terhadap sistem self assessmentberpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Jadi
semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap self assessment system akan
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semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
sehingga akan meningkat pula penerimaan pajak (Sari & Sukmasari, 2018).

2. Tingkat penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait
dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya.
Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya
penghasilan, maka salah satu hal yang diperhitungkan dalam pemungutan pajak adalah
tingkat penghasilan (Rosmalasari, 2017). Hasil penelitian Muhammad Syafiqurrahman
dan Sri Suranta, 2006 menenukan bahwa omset usaha tidak mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak karena responden dalam penelitiannya menyatakan keberatan atas tarif pajak
yang ditetapkan berdasarkan omset kotor dan juga keberatan masalah pengelompokkan
katerogi wajib pajak restoran di Surakarta.

3. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki
kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-
undang perpajakan berupa sanksi pajak (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi
pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian Chusnul Chotimah, 2007 menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh
kesadaran terhadap perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam
melaksanakan kewajiban pajak penghasilan. Hasil penelitian Sulud Kahono, 2003 juga
membuktikan bahwa sikap wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak (Ameraldo et al., 2019). Jadi persepsi wajib pajak
terhadap sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan baik dari pengajuan SPT, ketepatan pembayaran pajak,
dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak
meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara
lain:

a) Penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara

b) Sistem perpajakan kurang prospektif

¢) Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan
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Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib
pajak baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain (www.pajak.go.id):

a) Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak

b) Memberikan sosialisasi yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan

c) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT
Tahunan tepat waktu

d) Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari
sektor pajak (Fadly & Wantoro, 2019). Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban
perpajaknnya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak,
memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan seperti layanan e-SPT,
mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib
pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan mengelola sistem perpajakn yang diterapkan
serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang (Ameraldo & Ghazali,
2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap self assessment system, kualitas
pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi
perpajakan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak antara lain: menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan
pajak; memberikan pelaporan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan; menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang
mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu; dan menjadikan masyarakat sadar pajak .
Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran perpajakan
antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib
pajak memenuhi kewajiban administrasi seperti layanan perpajakan e-SPT, mengadakan

sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak
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dan kewajiban mereka, dan pembayaran sistem Perpajakan yang diterapkan serta
melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang. Makalah ini masih merupakan
kajian awal dari beberapa penelitian yang dilakukan terpisah di beberapa wilayah Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) dengan responden wajib pajak yang berbeda-beda kewajiban
pajaknya. Diharapkan secara empiris faktor-faktor tersebut dapat diteliti pada lingkup
penelitian yang lebih luas sehingga dapat digeneralisasi dan bermanfaat bagi pemerintah

untuk membuat keputusan
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